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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?, (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.
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Fungsi skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum. 

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik itu dalam bentuk material maupun moril. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada :

Bapak Dr. H. Firmansyah, M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

Bapak Dr. Anwar Sadat, S.Ag.,M.Hum selaku Wakil Rektor I Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.

Bapak Dr. Dedy Juliandry Panjaitan, M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Muslin Nusantara Al washliyah Medan.

Bapak Dr. Samsul Bahri, M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.
Ibu Dr. Halimatul Maryani, S.H.,M.H  selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan 

Ibu Tri Reni Novita, S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan sekaligus selaku Dosen Pembimbing  yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk memberikan bimbingan, arahan dan wejangan selama proses penulisan skripsi ini.
Bapak Dr. Muhammad Hizbullah, SH.I., MA sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan

Bapak Dr. Syahrul Bakti Harahap, SH.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

Ibu Erlinawati, S.Pd Selaku KTU Fakultas Hukum dan Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

Orang tua tercinta yang dengan sabar dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis serta yang sangat banyak memberikan doa dan dukungannya kepada saya.

Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca sekalian. Dan segala amal kebaikan yang telah Bapak/Ibu Dosen, Keluarga dan Sahabatku berikan akan mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT kelak dikemudian hari. Amin. Terima kasih.

 Medan,      September  2025







       Penulis,






       Muhammad Fahmi





       NPM : 235114219

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA YANG MENCABUT KETERANGANNYA PADA PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN 

(Studi Penelitian Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

MUHAMMAD FAHMI 

(235114219)

Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh terdakwa di muka persidangan akan memengaruhi kekuatan BAP sebagai alat bukti, tergantung pada keputusan hakim untuk menerima atau menolaknya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana, bagaimana akibat hukum pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan dalam sistem peradilan pidana, bagaimana  implikasi pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan terhadap putusan akhir.. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian pustakaan (library research). Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana  yang merupakan salah satu dari lima alat bukti sah dalam peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dapat digunakan hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa dan memberikan keputusan hukuman. Namun, keterangan terdakwa tidak bisa berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan, melainkan harus didukung oleh alat bukti sah lainnya dan disertai keyakinan hakim. Akibat  hukum pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan dalam sistem peradilan pidana  memiliki akibat hukum bergantung pada penilaian hakim terhadap alasan pencabutan. Jika pencabutan diterima karena alasan logis dan terbukti, BAP penyidikan tidak dapat digunakan, dan keterangan terdakwa di persidangan menjadi alat bukti. Namun, jika pencabutan ditolak, BAP penyidikan tetap dapat digunakan, sementara keterangan terdakwa di persidangan menjadi tidak bernilai sebagai alat bukti.  Implikasi  pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan terhadap putusan akhir akan memengaruhi kekuatan BAP sebagai alat bukti, tergantung pada keputusan hakim untuk menerima atau menolaknya. Jika pencabutan diterima hakim, BAP akan dianggap tidak benar dan tidak bisa digunakan dalam pembuktian di persidangan; justru keterangan terdakwa di persidangan yang akan dinilai memiliki nilai kebenaran. Jika pencabutan ditolak hakim, BAP tetap sah dan bisa digunakan untuk pembuktian, sedangkan keterangan di persidangan tidak memiliki nilai
Kata Kunci :
Terdakwa, Keterangan, Persidangan
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ABSTRACT

The withdrawal of the Examination Report (BAP) by a defendant during trial will
affect the strength of the BAP as evidence, depending on the judge’s decision o
accept or reject it. The research problem in this thesis is the role of the defendant's
testimony as evidence in the criminal justice process, the legal consequences of the
defendant’s withdrawal of the BAP during trial in the criminal justice system, and
the implications of the defendant's withdrawal of the BAP during trial for the final
verdict. This thesis uses a library research method. The research data consists of
primary and secondary data, which are systematically compiled and analyzed
qualitatively. The role of the defendant’s testimony as evidence in the criminal
Justice process, which is one of the five valid pieces of evidence in criminal justice,
as stipulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, can be used by the
Jjudge 1o believe the defendant’s guilt and issue a sentencing decision. However, the
defendant’s testimony cannol siand alone to prove guili, bul must be supported by
ather valid pieces of evidence and accompanied by the judges conviction. The legal
consequences of the defendant's withdrawal of the police investigation report
(BAP) before the trial in the criminal justice system depend on the judge's
assessment of the reasons for the withdrawal. If the withdrawal is accepted for
logical and proven reasons, the investigative BAP cannot be used, and the
defendant's testimony at trial becomes evidence. However, if the withdrawal is
rejected, the investigative BAP can still be used, while the defendant’s testimony at
trial becomes worthless as evidence. The implications of the defendant's withdrawal
of the BAP before the trial on the final decision will affect the strength of the BAP
as evidence, depending on the judge’s decision 10 accept or reject it. If the judge
accepls the withdrawal, the BAP will be deemed untrue and cannot he used as
evidence-a{rial; it is the defendant's testimony at trial that will be considered fo

Ifthe judge rejects the revocation, the police report remains valid
is evidence, while the testimony presented at trial has no value.

fant, Statement, Trial
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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan, karena pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan, mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.  Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. 

 Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.
 Salah satu alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah keterangan terdakwa, dimana terdakwa juga akan dimintai keterangan oleh hakim seputar tindak pidana yang didakwakan padanya. 

Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa menyatakan disidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya diluar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Keterangan di hadapan penyidik dan keterangan dalam persidangan harus dibedakan, keterangan yang diberikan dimuka penyidik disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan dalam persidangan disebut keterangan terdakwa.

Menurut Yahya Harahap : “Dalam banyak kasus, hampir setiap keterangan yang Tersangka / Terdakwa berikan dalam pemeriksaan penyidikan selalu dicabut kembali di sidang pengadilan, dan hanya satu dua yang tetap bersedia mengakui kebenarannya”.
 Banyak alasan kemudian yang terdakwa berikan atau ketengahkan terkait dengan pencabutan keterangan yang telah dia berikan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di muka sidang pengadilan.

Keterangan terdakwa bisa didapatkan sejak tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam BAP saat ia masih berstatus tersangka, terdakwa juga akan dimintai keterangan oleh hakim seputar tindak pidananya yang didakwakan kepadanya pada saat persidangan, namun dalam pertanyaannya hakim masih berpedoman pada keterangan yang ia berikan dalam BAP pemeriksaan.
 Pengakuan terdakwa dahulu merupakan terget utama, sehingga dalam praktek pemeriksaan pendahuluan (sekarang pemeriksaan penyidikan) sering terjadi intimidasi secara psikhis maupun phisik untuk mendapatkan pengakuan terdakawa. Namun demikian pengakuan dalam pemeriksaan pendahuluan itu hanya dapat dipakai sebagai “ancer-ancer” (anwijzing) yang apabila tidak dikuatkan dengan alat-alat bukti lain yang sah, menurut hukum kesalahan terdakwa belum terbukti secara sempurna.

Pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Hal ini secara implisit memberikan hak pada terdakwa untuk menarik atau mencabut keterangannya yang sudah tertuang dalam BAP apabila disadari dalam pemeriksaan terdapat unsur pengekangan terhadap kebebasan memberikan keterangan. Pengekangan kebebasan tersebut dapat berupa tekanan, paksaan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh penyidik..

Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan didasarkan pada duduk perkara yang digambarkan oleh alat bukti dan barang bukti yang ditemukan dalam perkara tersebut oleh penyidik dan setelah melewati proses pra penuntutan (jika diperlukan). Ketika terdapat pencabutan BAP oleh terdakwa, hal ini akan berdampak pada surat dakwaan tersebut, karena salah satu alat bukti yang mendasari penyusunannya telah dicabut. 

Dampak dari pencabutan BAP oleh terdakwa akan mempengaruhi kekuatan dari pada surat dakwaan itu sendiri baik secara langsung ataupun tidak langsung, ataukah tidak mempengaruhi. Lebih jauh lagi, jika pencabutan BAP oleh terdakwa mempengaruhi kekuatan dari dakwaan dan tuntutan yang diberikan padanya apakah hal ini akan mempengaruhi putusan yang diberikan oleh hakim pada akhirnya nanti. Karena pada dasarnya hakim haruslah memutus suatu perkara berdasarkan bukti dan keyakinannya terhadap perkara tersebut, sedangkan salah satu bukti sudah mengalami perubahan. Hal ini menimbulkan perhatian karena apabila pencabutan BAP oleh terdakwa sampai mempengaruhi putusan oleh hakim maka pencabutan BAP oleh terdakwa dapat ia gunakan sebagai senjata dalam persidangan untuk mendapat putusan yang lebih menguntungkan untuk dirinya sendiri. Dengan begitu keadilan akan ternodai dan kebenaran materiil hanyalah tujuan yang tidak pernah tercapai ataupun angan-angan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk memilih judul skripsi “Tinjauan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Mencabut Keterangannya Pada Pemeriksaan Di Persidangan (Studi Penelitian Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana ?

Bagaimana akibat hukum pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan dalam sistem peradilan pidana  ?
Bagaimana  implikasi pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan terhadap putusan akhir  ?
Tujuan Penelitian.
Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

Untuk mengetahui peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.
Untuk mengetahui akibat hukum pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan dalam sistem peradilan pidana  .
Untuk mengetahui implikasi pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan terhadap putusan akhir  
Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

Kegunaan teoritis. Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum Pidana tentang terdakwa yang mencabut keterangannya pada pemeriksaan di persidangan.

Kegunaan praktis:

Bermanfaat kepada masyarakat umum khususnya kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agar mendapatkan keterangan tentang terdakwa yang mencabut keterangannya pada pemeriksaan di persidangan.

Mengungkapkan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi  serta alternatif solusi permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
Pemeriksaan Perkara Di Persidangan


Setelah pemeriksaan (voor onderzook) yang dilakukan Polisi atau Jaksa terhadap suatu perkara pidana selesai, maka berkas-berkas pemeriksaan pendahuluan itu disampaikan kepada Hakim untuk sebagai bahan-bahan pemeriksaan di depan sidang Pengadilan.5

Pasal 143 KUHAP menyebutkan :

Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.


Pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa jika Jaksa telah menganggap cukup alasan untuk menuntut tindak pidana, maka diserahkan berkas perkara itu oleh Jaksa kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan selanjutnya. 


KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan yaitu :

Pemeriksaan perkara biasa

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang termasuk perkara biasa. Ditinjau dari segi pengaturan dan kepentingan, acara pemeriksaan biasa yang paling utama dan paling luas pengaturannya. 

Dalam acara pemeriksaan biasa, proses sidang dilaksanakan dengan tatacara pemeriksaan sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa, dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Demikian juga mengenai pembuktian dan alat bukti yang dipergunakan berpedoman kepada ketentuan yang telah digariskan Undang-Undang.

Pemeriksaan Singkat

Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktikan serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Perlu ditegaskan di sini, bahwa kata-kata menurut pentuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya sederhana, yang menunjukan bahwa penuntut umumlah yang menentukan perkara pemeriksaan singkat itu. Pemeriksaan singkat ini dahulu disebut pemeriksaan sumir.

Pemeriksaan cepat.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditentukan oleh Pasal 205 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana ringan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.

Paragraf 2 adalah mengenai cara pemeriksaan perkara lalu lintas jalan yang dijelaskan dalam Pasal 211 KUHAP, bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Acara pemeriksaan biasa sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain. Dimulai hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak (Pasal 153 ayat (3) KUHAP. 

Pemeriksaan itu dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi (Pasal 153 ayat (2). Jika kedua ketentuan  tersebut tidakdipenuhi, maka batal demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHAP).

Pihak yang pertama dipanggil masuk adalah terdakwa yang walaupun ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Dalam penjelasan Pasal 153 ayat (1) KUHAP yang mengatur hal ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadaan bebas adalah keadaan tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawalan. Jika terdakwa tidak hadir, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. Jika tidak dipanggil secara sah hakim ketua sidang  menunda persidangan dan memerintahkan agar terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya (Pasal 154 ayat (3) KUHAP). Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.

Seperti disebutkan di atas, ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku juga bagi pemeriksaan singkat, kecuali ditentukan lain. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 203 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa dalam acara ini (acara pemeriksaan singkat berlaku ketentuan bagian kesatu, bagian kedua dan bagian ketiga bab ini (XVI).

Hal-hal yang secara khusus menyimpang dari acara pemeriksaan biasa adalah acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Pemeriksaan tindak pidana ringan termasuk delik yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.  Sedangkan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Penjelasan Pasal 211 KUHAP memberi uraian tentang apa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu yaitu :

Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.

Mengemudikan kenderaan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperhatikannya tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa. 

Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang  yang tidak memiliki surat izin mengemudi.

Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.

Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas dan jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat membongkar barang.

Hal-hal yang menyimpang dari acara pemeriksaan biasa adalah sebagai berikut :

Pada pemeriksaan tindak pidana ringan :

Penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli dan juru bahasa ke pengadilan atas kuasa penuntut umum.

Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat (3) KUHAP. Ini berarti jika tidak dijatuhkan pidana penjara atau kurungan, maka terpidana tidak dapat minta banding.

Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.

Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 KUHAP).

Pada pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan :

Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan (Pasal 212 KUHAP).

Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang (Pasal 211 KUHAP).

Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa atau wakilnya (putusan in absensia). Hal ini diatur dalam Pasal 214 ayat (1) KUHAP.

Dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dalam mengajukan perlawanan (Pasal 214 ayat (4) KUHAP).

Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu (Pasal 214 ayat 5 KUHAP).



Ada dua cara  Hakim dalam menanggapi perkara-perkara yang diserahkan oleh Jaksa (Penuntut Umum) tersebut yaitu :

Hakim dapat menyatakan menolak untuk menyidangkan perkara tersebut karena bukan kompetensinya.

Hakim menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.


Penetapan Hakim yang berisi pernyataan berwenang atau tidaknya Hakim (Pengadilan Negeri) mengadili perkara itu diatur dalam  Pasal 84 KUHAP dalam bagian kedua yang mengatur tentang pengadilan Negeri.


Jika Hakim menolak (merasa dirinya tidak berwenang), maka surat penetapan penolakannya dikirim kepada Jaksa kembali (Pasal 148 KUHAP ayat (1) dan (2). 


Jenis penetapan Hakim ini menurut Soedirjo mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa pengadilan yang dipimpin tidak berkuasa untuk memberikan perkara itu.

Bahwa penuntutan Kejaksaan tidak dapat diterima.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dihukum.

Bahwa tidak ada cukup alasan untuk menuntut perkara itu lebih lanjut.6

Untuk lebih jelasnya ketentuan Pasal 148 KUHAP ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang Pengadilan Negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.

Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada Penuntut Umum selanjutnya Kejaksaan Negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada Kejaksaan Negeri di tempat Pengadilan Negeri yang tercantum dalam surat penetapan. 7

Penjelasan dari ayat (2) di atas adalah bahwa dalam hal Kejaksaan  Negeri yang menerima surat pelimpahan perkara yang dimaksud  dari Kejaksaan Negeri, ia membuat surat pelimpahan baru untuk disampaikan ke Pengadilan Negeri yang tercantum dalam surat ketetapan.


Selanjutnya Jaksa dalam menanggapi ketetapan Hakim ini dapat bersifat menerima penetapan Hakim atau tidak menerimanya dengan membuat requisitoir verzet (Pasal 149 ayat (1) KUHAP yang pelaksanaannya sekarang dilakukan oleh Jaksa Tinggi (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961). Sedangkan bunyi dari Pasal 149 ayat (1) KUHAP tersebut bahwa  dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 maka :

Ia mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima.

Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana diatur dalam ayat (1) memeirntahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Selanjutnya dalam persidangan Hakim dan Jaksa wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena itu tiap-tiap oprang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela atau penasehat hukum. Jadi tidak hanya terdakwa  yang diancam dengan hukuman mati saja yang berhak mendapat pembelaan (Pasal 56 KUHAP ayat (1) bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.


Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang. Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasehat hukum dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing (Pasal 230 KUHAP).


Mengenai jenis, bentuk dan warna pakaian sidang serta atribut dalam hal yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 231 ayat (1) KUHAP).


Ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 230 KUHAP ditata menurut ketentuan sebagai berikut :

Tempat meja dan kursi Hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa penasehat hukum dan pengunjung.

Tempat panitera terletak di belakang sisi kanan depan tempat hakim ketua sidang.

Tempat penuntut umum terletak di sisi kanan dengan tempat hakim.

Tempat terdakwa dan penasehat hukum terletak di sisi kiri depan dari hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasehat hukum.

Tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim.

Tempat saksi ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan.

Tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar.

Bendera nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji pengayoaman ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim.

Tempat rohaniawan terletak di sebelah kiri tempat panitera.

Tempat sebagaimana dimaksud angka 1 sampai angkat 9 diberi tanda pengenal.

Tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan ditempat lain yang dianggap perlu (Pasal 230 ayat (3) KUHAP).


Mengenai pemeriksaan terdakwa, maka setelah proses penyerahan dengan segala proses lanjutannya selesai, maka sampailah pada hari persidangan yang ditetapkan oleh Hakim. Pada hari sidang berturut-turut dilakukan :

Hakim mula-mula memerintahkan agar Jaksa membawa terdakwa ke dalam sidang (Pasal 154 (1) KUHAP). Hakim juga memerintahkan agar saksi-saksi yang hadir menunggu di luar ruangan dan satu sama lain tidak boleh berhubungan (Pasal 159 KUHAP). Menurut Pasal 154 KUHAP menentukan bahwa  jika terdakwa tidak hadir, maka hakim berkewajiban untuk :

Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memberitahukan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.  

Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah telah dipanggil secara sah  untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.

Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak (Pasal 153 ayat (3) KUHAP).

Setelah terdakwa berada di muka sidang, maka pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan kepercayaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dilihatnya dalam sidang (Pasal 155 ayat (1) KUHAP).

Kemudian hakim memberikan waktu kepada jaksa untuk membacakan surat tuduhannya, serta hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti dan apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, maka penuntut umum atas permintaan hakim wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Setelah penuntut umum menjelaskan hal-hal tersebut di atas, maka apabila terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau surat tuduhan tidak dapat diterima (eksepsi dari terdakwa atau penasehat hukumnya), maka hakim akan memberikan putusan diterima atau tidaknya eksepsi itu. Jika dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya itu diterima oleh Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, Pengadilan Tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan memerintahkan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.


Setelah memulai beberapa proses pendahuluan dalam sidang Pengadilan Negeri maka dilakukan pemeriksaan para saksi. Keterangan para saksi ini adalah sangat penting bagi para penegak hukum dalam rangka pembuktian sesuatu kasus perkara untuk mencari dan menemukan kebenaran material dalam sidang Pengadilan Negeri.

Prinsip-Prinsip Persidangan

Prinsip-prinsip pemeriksaan persidangan bukan hanya ditujukan dan dijadikan landasan bagi aparat tapi juga penting diketahui dan disadari terdakwa. Adapun prinsip-prinsip persidangan tersebut adalah :

Pemeriksaan terbuka untuk umum

Semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum. Pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan sidang terbuka untuk umum. Setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan dapat hadir memasuki ruangan sidang. 

Sifat terbuka di sidang pengadilan dimaksudkan agar khalayak ramai dapat mengikuti dan mengawasi jalannya pemeriksaan pengadilan, bukan dalam arti masuknya orang-orang dalam ruangan pengadilan. 

Tentu ada pengecualian sebagaiana ditentukan dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP, dimana tercantum prinsip ini menyebut pengecualian dalam pemeriksaan perkara kesusilaan atau perkara terdakwanya anak-anak, sidang dilakukan dengan pintu tertutup. Sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (4) KUHAP, pelanggaran atas prinsip ini mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

Hadirnya terdakwa dalam persidangan

Hukum tidak membenarkan proses peradilan in absensia dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat. Tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan. Itu sebabnya Pasal 154 KUHAP mengatur bagaimana cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Tata cara tersebut memperlihatkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan.

Tata cara tersebut dimulai dari :

Ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan.

Jika terdakwa pada sidang yang telah ditentukan tidak hadir, ketua sidang meneliti apakah terdakwa telah dipanggil secara sah.

Ketua sidang memimpin pemeriksaan

Hal ini diatur dalam Pasal 217 KUHAP yang menegaskan ketua sidang bertindak memimpin jalannya persidangan dan memelihara tata tertib persidangan. Prinsip ini sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Undang-Undang yaitu sistem pembuktian undang-undang secara negatif yang mewajibkan hakim mencari kebenaran hakiki di dalam membuktikan kesalahan terdakwa berdasar batas minimum pembuktian menurut undang-undang dengan alat bukti yang sah.

Kedudukan ketua sidang sebagai pimpinan sidang, menempatkannya sebagai orang yang berwenang menentukan jalannya pemeriksaan terdakwa. Semua tanya jawab harus melaluinya. Semua keterangan dan jawaban ditujukan kepadanya. Segala yang diperintahkan oleh hakim baik terhadap panitera, terdakwa maupun terhadap penuntut umum harus segera dilaksanakan dengan cermat sepanjang perintah itu menurut  undang-undang guna memperlancar jalan pemeriksaan dan ketertiban persidangan.

Pemeriksaan secara langsung dengan lisan

Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP menegaskanbahwa ketua sidang didalam memimpin pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara langsung dengan lisan. Tidak boleh pemeriksaan dengan perantaraan tulisan baik terhadap terdakwa maupun saksi-saksi. Kecuali bagi mereka yang bisu atau tuli, pertanyaan dan jawaban dapat dilakukan secara tertulis. Prinsip pemeriksaan dalam persidangan dilakukan secara langsung berhadap-hadapan dalam ruang sidang. Semua pertanyaan diajukan dengan lisan dan jawaban atau keterangan pun disampaikan dengan lisan.

Maksud pemeriksaan secara langsung dan dengan lisan, tidak lain untuk memenuhi tujuan agar persidangan benar-benar dapat menemukan kebenaran hakiki. Sebab dari pemeriksaan secara langsung dengan lisan tidak hanya keterangan terdakwa atau saksi saja yang dapat didengar dan diteliti, tetapi  sikap dan cara mereka memberikan keterangan dapat menentukan isi dan nilai keterangan.

Wajib menjaga pemeriksaan secara bebas

Sesuai penjelasan Pasal 153 ayat (2) huruf  b, pemeriksaan terhadap terdakwa atau saksi dilakukan dengan bebas. Terhadap mereka tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas. Baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, tidak boleh dilakukan penekanan atau ancaman yang bisa menimbulkan hilangnya kebebasan mereka memberikan keterangan. Bahkan pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik terhadap terdakwa maupun terhadap saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 166 KUHAP.

Prinsip lebih dulu mendengar keterangan saksi

Prinsip lebih dulu mendengar keterangan saksi sesuai dengan makna yang tersirat dalam Pasal 160 ayat (1)  huruf b KUHAP yang menyebutkan  : pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Untuk menguatkan alasan mendahulukan pemeriksaan pendengaran keterangan saksi terdakwa, Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP tersebut dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menempatkan urutan alat bukti keterangan saksi pada urutan pertama. Sedangkan urutan alat bukti keterangan terdakwa ditempatkan pada urutan terakhir.

Hak-Hak Terdakwa.

Mengenai pengaturan hak-hak terdakwa dalam KUHAP menggunakan pendekatan asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian dimana di satu pihak memberikan kepada terdakwa dan untuk merealisir hak itu Undang-undang menentukan memberikan kewajiban dalam pemenuhannya secara maksimal. Sebab jika tanpa adanya kewajiban di pihak lain, maka hak itu hanya berupa suatu ide saja.

Hak-hak terdakwa dapat dilihat dalam KUHAP yang antara lain :

Hak segera diadili oleh Pengadilan(Pasal 50 ayat (3).

Berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 huruf b).

Berhak memberikan keterangan secara bebas kepada hakim (Pasal 52).

Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1).

Berhak mendapat bantuan hukum (Pasal 54)

Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan (Pasal 60).

Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 64).

Berhakuntuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65)

Berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama  (Pasal 67).

10.Berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68).

Gambaran Umum Tentang Pembuktian

Pengertian Pembuktian.

Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup sudah tua umurnya. Hal ini karena manusia dalam masyarakat, seprimitif apapun individu tersebut, pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, dimana rasa keadilan tersebut, akan tersentuh, jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau membebaskan orang yang bersalah, ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu persengketaan. 

Agar tidak sampai diputuskan secara keliru, dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian yang sesuai dengan peraturan. Sehubungan dengan itu, sesuai dnegan perkembangan sejarah hukum, maka berkembang pulalah hukum dan kaidah di bidang hukum pembuktian dari sistem pembuktian yang irrasional atau sederhana ke arah sistem yang lebih rasional atau komplit/rumit.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. R. Wiryono Prodjodikoro memberikan batasan hukum pembuktian yaitu suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.

Ditinjau dari segi hukum acara pidana, maka arti pembuktian mengandung makna yaitu:

Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah akan mendapat hukuman.
Harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.



Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya.
 Menurut R. Subekti, yang dimaksudkan dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan”.
 Karena pembuktian merupakan sebuah sistem, maka pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya.

Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam pembuktian, diuraikan sebagai berikut:

Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (bewijsgronden).
Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (bewijsmiddelen).
Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (bewijsvoering).
Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (bewijskracht)
Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (bewijslast)
Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (bewijsminimum).

Pembuktian dalam Perkara Pidana

Sistim pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian  yang bagaimana yang dapat menentukan kesalahan terdakwa. Apakah dengan dipenuhinya prinsip minimum pembuktian sudah dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Demikian juga hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana dapat menentukan siapa yang harus dimenangkan atau dikalahkan dalam suatu perkara.

Adapun dalam perkara pidana dikenal adanya beberapa sistem pembuktian yaitu :

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang.

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan   keyakinan hakim melulu.

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.

Sistim pembuktian conviction intime menentukan bahwa salah tidaknya seorang terdakwa atau siapa yang harus dimenangkan atau dikalahkan dalam suatu perselisihan semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim belaka. Keyakinan hakimlah yang memegang peranan penting, sehingga alat-alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan dapat diabaikan oleh hakim.

Keyakinan hakimlah yang paling dominan untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Dengan demikian sitim pembuktian conviction intime ini sudah tentu mempunyai kelemahan, Hakim dapat saja menyatakan bahwa soerang terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana atas dasar keyakinan belaka tanpa memperhatikan alat-alat bukti yang cukup dikemukakan di depan persidangan. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya meskipun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama Hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

Para pihak yang bersengketa diwajibkan membuktikan tentang duduknya perkara. Tentang bagaimana hukumnya, bukanlah kewajiban mereka untuk membuktikannya karena adalah kewajiban hakim untuk mengetahui hukum itu dan menerapkkan hukum ini sesudah ia mengetahui tentang duduknya perkara .

Menurut sistim conviction Raisonce, bahwa keyakinan hakim tetap memegang peranan yang penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa atau dalam menentukan siapa yang patut dimenangkan atau dikalahkan. Akan tetapi dalam sisim ini keyakinan hakim tersebut dibatasi oleh suatu alasan-alasan yang jelas. Sistim conviction intime, keyakinan hakim itu tidak perlu dibatasi, sedang dalam sistim ini keyakinan hakim dibatasi dengan Reasoning atau alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelasan alasan-alasan logis apa yang mendasari keyakinan yang dapat diterima akal.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, maka sistim pembuktian ini bertolak belakang dengan sistim pembuktian conviciton intime. Dikatakan demikian karena dalam sistim ini tidak diperlukan adanya keyakinan hakim. Hal yang terpenting dalam sistim ini adalah bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang atau patut dimenangkan atau tidaknya seseorang adalah semata-mata didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Keyakinan hakim tidak berfungsi dalam sistim ini. Jadi jika sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, hakim tidak seolah-olah sebagai robot pelaksana Undang-Undang yang tidak memiliki hati nurani.

Meskipun demikian, sistim ini mempunyai kebaikan, karena dalam sistim ini benar-benar menurut hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya seseorang berdasarkan bukti-bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampur adukan hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya.

Teori pembuktian ini ditolak untuk dianut di Indonesia, karena bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

Sistim pembuktian secara negatif nampak secara jelas adanya penggabungan antara sistim pembuktian conviction intime dengan sistim pembuktian secara positif. Persamaan  antara keduanya adalah keduanya sama beerpangkap atas keyakinan  hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinanhakim bahw ia bersalah”.

Sistim ini tidak hanya mendasarkan putusan itu kepada alat bukti saja, tetapi juga keyakinan hakim turut memegang peranan yang penting. Dalam sistim ini terdapat dua komponen yaitu:

Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah.

Keyakinan hakim juga harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur sistim ini. Karena salah satu unsur tidak dipenuhi berarti tidak cukup untuk  membuktikan kesalahan terdakwa. Sekalipun secara teoritis sistim pembuktian ini sangat baik, karena diantara dua komponen yaitu alat bukti dan keyakinan tidak ada yang saling dominan, tetapi di dalam prakteknya secara terselubung unsur keyakinan hakimlah yang memegang peranan penting. Terutama bagi seorang hakim yang kurang hati-hati atau hakim yang kurang kuat iman dan moralnya, mudahsekali memanfaatkan sistim pembuktian ini dengan suatu imbalan yang diberikan oleh pihak-pihak yang berperkara. Hal ini yang merupakan kelemahan dari sistim pembuktian secara negatif ini.
Alat-alat Bukti Menurut KUHAP

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Selain itu, alat bukti dapat didefenisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.
 Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci dan berbeda antara satu dengan lainnya. Misalnya, alat-alat bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata.

Andi Hamzah menyatakan alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atu dalam pidana perkara dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.

Alat bukti mempunyai peranan yang sangat penting dalam persidangan.Salah satu ketentuan dalam sistem hukum acara pidana di negara-negara modern sekarang ini, termasuk juga hukum acara pidana di Indonesia, bahwa untuk menghukum seseorang haruslah didasarkan pada adanya alat-alat bukti.Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, hakim sebagai pemutus perkara pidana dapat menyimpulkan tentang kesalahan terdakwa dan menjatttuhkan hukuman (pidana) terhadapnya.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menentukan  bahwa alat bukti yang sah adalah :

Keterangan saksi

Keterangan ahli

S u r a t

Petunjuk

Keterangan terdakwa.

Penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa tidak termasuk dalam keterangan saksi, yaitu keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain atau tes imonium de auditu. Menurut KUHAP (UU No. 8/1981) ditegaskan mengenai keterangan ahli dan bukti jenis surat. Pasal 186 KUHAP menjelaskan bahwa “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan secara lisan”.

Pasal 187 KUHAP menegaskan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.


Perlu dijelaskan di sini bahwa di dalam pemeriksaan  perkara pidana penyusunan bukti terhadap terdakwa seluruhnya berada di tangan hakim, baik bukti-bukti yang memberatkan maupun bukti-bukti yang meringankan terdakwa. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah mencapai dan mendapatkan kebenaran yang sejati  (Materiale Waarheid) untuk mendapatkan kebenaran yang sejati itu, hakim tidak saja terikat kepada Undang-undang yang ada di dalam Hukum Acara Pidana sendiri (dalam hal ini yang menyangkut tentang alat-alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP) akan tetapi haruslah pula keyakinan dari hakim.


Hakim akan menganggap fakta atau kejadian itu terbukti jika oleh alat-alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang didakwakan, sungguh telah terjadi sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa bersalah atas perbuatan itu. Hakim bebas mempertimbangkan dan menentukan penilaiannya terhadap apa-apa yang disampaikan kepadanya, baik oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa atau penasehat hukumnya.


Biarpun jaksa telah membuktikan tentang perlu perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tetapi apabila hakim tidak yakin terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan sesuai dengan bukti-bukti yang ada maka terdakwa masih bisa dibebaskan dari penghukuman.
BAB III

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan.
 Penelitian deskriptif  mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari pemasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Jenis Penelitian
Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undang yang berkaitan  dengan terdakwa yang mencabut keterangannya pada pemeriksaan di persidangan.

Sumber Data.
Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawacara dengan hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini  bersumber dari:
Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya: kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan internet.

Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini  dilakukan dengan melakukan penelitian :

Penelitian Kepustakaan (Library Research). Data diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, jurnal serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan kedudukan saksi dalam pembuktian tindak pidana dengan pemberatan. 

Penelitian lapangan (field reseach) dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan nara sumber di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Analisis data
Data-data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana

Keterangan terdakwa awalnya dalam HIR disebut dengan pengakuan terdakwa, seiring bergantinya dengan KUHAP sebagai aturan yang mengatur hukum acara pidana dengan demikian pengakuan yang semula digunakan sebagai alat bukti tidak lagi digunakan dan diganti dengan keterangan terdakwa. Syaiful Bakhri mengemukakan bahwa “seribu kalipun terdakwa memberi pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan ini tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat.

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukan sendiri atau yang ia ketahui sendiri maupun dialami sendiri. Menurut M. Yahya Harahap dalam praktik persidangan alat bukti keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sering atau banyak dipakai dalam memberikan kesalahan terdakwa.

 Beberapa sifat untuk dapat dinilai sebagai alat bukti dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Keterangan terdakwa disampaikan secara langsung di sidang pengadilan. 

Keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri 

Keterangan dakwa saja tidak cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah. 

Menurut Martiman Prodjohamidjoyo terhadap keterangan di muka penyidik dan keterangan dalam persidanagan harus dibedakan, keterangan yang di muka penyidik di sebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan dalam persidangan disebut keterangan terdakwa.

Mengenai alat bukti yang sah, di atur dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1), yaitu: 

Keterangan saksi, 
Keteranaan ahli, 
Surat, 
Petunjuk, 
Keterangan terdakwa
Dalam hal mengenai alat bukti antara lain sebagai berikut: Keterangan Saksi, Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keteranagan saksi. Keterangan ahli, Keterangan Ahli adalah alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Surat, Surat adalah alat bukti yang sah, mengenai Surat diatur dalam KUHAP pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, Petujuk, Petunjuk adalah alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keteranagan saksi. Mengenai keterangan Petunjuk diatur dalam KUHAP pada Pasal 188 yang berbunyi sebagai merikut: “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.” Keterangan Terdakwa, Keterangan terdakwa adalah suatu keterangan yang disampaikan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. 

Eddy as. Hiariej mengatakan, bahwa proses hukum berlangsung didalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.

Hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.8 Untuk menentukan suatu kebenaran yang obyektif, harus menggunakan alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Terkait dengan kedudukan keteranagan terdakwa sebagai alat bukti, maka sebagaimana kedudukan alat-alat bukti lainnya dalam perkara pidana yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga dengan demikian kedudukan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam perkara pidana adalah tidak dapat berdiri sendiri untuk menentukan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Dengan demikian kedudukan keteranagan terdakwa sebagai alat bukti baru memiliki kekuatan pembuktian jika dibarengi dengan alat bukti lainnya, karena sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP yang memutuskan bahwa untuk memutuskan seorang terdakwa bersalah, maka hakim harus memegang dua alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 184 KUHAP yang menyebutkan 5 jenis alat bukti yaitu: Keterangan saksi, keteranagan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dari kelima alat bukti tersebut, maka minimal dua alat bukti harus ada dan kedua alat bukti tersebut, harus dapat menciptakan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu dalam perkara pidana, jika hanya satu alat bukti berupa keterangan terdakwa saja meskipun terdakwa mengakui sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Jaksa penuntut umum, maka terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana dalam putusan pengadilan.

Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa hanya berdasarkan pengakuan terdakwa yang merupakan bagian dari keterangan terdakwa, maka hakim salah menerapkan hukum, yakni tidak menerapkan ketentuan pasal 183 KUHAP yang menggariskan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka hakim harus berdasarkan minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1), Undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti, terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan 2(dua) alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1). Dengan demikian, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah.

Akibat Hukum Pencabutan BAP Oleh Terdakwa Di Muka Persidangan Dalam Sistem Peradilan Pidana  
Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan benar dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Tujuan dimaksud akan dapat dicapai dengan cara melakukan pembuktian terhadap pelaku sesuai dengan proses dan prosedur yang sudah ditentukan dalam Undang-undang (KUHAP).

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi.

Dalam persidangan seringkali terjadi bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Keterangan yang dicabut terdakwa tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu hal yang ironi apabila seorang tersangka memberikan keterangan (pengakuan) di depan penyidik sedemikian rupa jelasnya, mengutarakan dan menggambarkan jalannya perbuatan tindak pidana yang disangkakan. Akan tetapi bagaimanapun gamblangnya pengakuan yang tercatat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), akan selalu dicabut kembali dalam pemeriksaan di pengadilan.

Pencabutan BAP tersangka oleh pihak terdakwa secara subtansial adalah penolakan terdakwa terhadap isi dari BAP tersebut. Secara subtansial pihak terdakwa dapat menolak atau tidak membenarkan keterangan yang sudah ia berikan kepada penyidik dalam tahap penyidikan baik sebagian maupun keseluruhan dari isi BAP tersebut. 

Hal ini tertuang dalam Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang meyatakan bahwa keterangan terdakwa ialah yang dikemukannya di sidang mengenai perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang. Pasal tersebut menjelaskan bahwa keterangan terdakwa di luar persidangan dapatlah digunakan oleh hakim sebagai unsur pembantu untuk menemukan kebenaran materiil dalam sidang pemeriksaan. Sebagai unsur pembatu keterangan terdakwa di luar persidangan walaupun sangat berkaitan namun belumlah dapat disebut sebagai alat bukti keterangan terdakwa. Keduanya sangatlah berkaitan karena diungkapkan oleh satu orang yang sama, namun pada waktu yang berbeda, karena pada dasarnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (1) tersebut, secara implisit alat bukti keterangan terdakwa merupakan keterangan yang ia nyatakan di dalam persidangan. Dari penjelasan tersebut dapat ditafsirkan bahwa BAP tersangka yang merupakan keterangan terdakwa di luar persidangan diberikan ruang untuk dicabut secara substansial oleh terdakwa yaitu dengan cara membantah isi dari BAP tersebut pada saat sidang pemeriksaan.

Ruang akan pencabutan BAP oleh terdakwa juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.429 K/Pid/1995 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP dengan alasan karena adanya penyiksaan baik psikis maupun phisik terhadap terdakwa dan para saksi tersebut, hal tersebut dapat diterima hakim sehingga keterangan dalam BAP tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti.6 akan tetapi meskipun diberikan ruang pencabutan BAP haruslah memiliki disertai alasan–alasan yang jelas, rasional, dan diterima, serta dapat dibuktikan.

Secara yuridis, terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam penyidikan. Undang-undang pun pada dasarnya tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asalkan pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis.

Pencabutan keterangan terdakwa merupakan suatu proses atau perbuatan menarik kembali keterangan terdakwa yang telah dinyatakan sebelumnya dalam penyidikan (BAP). Secara yuridis pencabutan keterangan terdakwa diperbolehkan, karena terdakwa mempunyai hak ingkar sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHAP, dan juga karena keterangan terdakwa yang sebenarnya adalah keterangan yang diucapkan di muka sidang. Meskipun terdakwa diperbolehkan mencabut keterangannya, hakim di dalam persidangan harus mempertanyakan dan membuktikan apa yang menjadi dasar atau alasan dilakukannya pencabutan tersebut.

Pada umumnya faktor-faktor yang menjadi dasar atau alasan pencabutan keterangan terdakwa antara lain : 

Terdakwa disiksa atau dipukuli pada saat penyidikan 

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. 

Adanya ancaman/ tekanan psikologis yang berlebihan dalam penyidikan

Undang-undang tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut keterangan yang telah diberikannya di depan penyidik, asalkan pencabutan dilakukan selama dalam proses persidangan serta mempunyai alasan yang berdasar dan logis. Alasan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar serta dapat dibuktikan oleh hakim.

Sepintas pencabutan keterangan terdakwa merupakan hal yang sederhana dan mudah dipahami, tetapi dalam peraktek di persidangan banyak menimbulkan permasalahan. Hal ini disebabkan karena hakim dalam persidangan tidak mudah menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa. Apabila alasan pencabutan dapat diterima oleh hakim, maka pencabutan dapat dilakukan, dan sebaliknya apabila tidak dapat diterima maka pencabutan keterangan terdakwa tidak dapat dilakukan.

Apabila pencabutan keterangan terdakwa dapat dibuktikan (pencabutan dibenarkan), maka pemeriksaan perkara tidak memenuhi ketentuan hukum, yang berarti proses penyidikannya cacat hukum dan surat dakwaannya batal hukum. Akibatnya lebih jauh, proses pemeriksaan terhadap pokok perkara ditunda untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Hal ini juga dapat mengakibatkan terjadinya putusan bebas dan berkas perkara dikembalikan ke penyidik untuk dilakukan pemeriksaan ulang.

Mengingat bahwa keterangan terdakwa memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana yang bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa harus cermat, karena ada kemungkinan terjadi kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi.

Walaupun terdakwa dibolehkan untuk mencabut keterangan (pengakuan)nya di persidangan, namun kenyataannya pencabutan keterangan terdakwa di persidangan sulit diterima oleh Hakim. Ini disebabkan karena alasan pencabutan yang diajukan terdakwa harus dilakukan cross check dengan saksi verbalisan (penyidik) yang memeriksa terdakwa pada tingkat penyidikan. Apabila ternyata alasan terdakwa yang mendasari pencabutan tersebut tidak terbukti, maka pencabutan ditolak oleh hakim.

Dari keterangan tersebut, diketahui bahwa setidaknya ada dua unsur yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menolak pencabutan keterangan pengakuan terdakwa yaitu: 

Unsur keterangan saksi verbalisan (penyidik)

Pada umumnya pencabutan keterangan terdakwa selalu terkait dengan adanya pemaksaan maupun penyiksaan dalam penyidikan. Untuk memastikan semua itu, maka hakim harus memanggil saksi verbalisan (penyidik), guna melakukan cross check atau klarifikasi guna membuktikan kebenaran alasan dari pencabutan keterangan terdakwa. Dengan mengetahui secara langsung dari saksi verbalisan mengenai proses dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan penyidik, maka hakim akan mengetahui apakah telah terjadi pemaksaan atau ancaman terhadap diri terdakwa pada saat penyidikan.

Apabila dari hasil klarifikasi diketahui bahwa benar telah terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap terdakwa, maka alasan pencabutan dapat diterima, sehingga keterangan dalam BAP dianggap tidak benar dan tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila dari klarifikasi ternyata tidak terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap terdakwa, maka alasan pencabutan tidak dibenarkan, sehingga keterangan pengakuan terdakwa yang tercantum dalam BAP tetap dianggap benar dan hakim dapat mempergunakannya untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Demikian besarnya pengaruh keterangan saksi verbalisan terhadap diterima atau tidaknya pencabutan keterangan terdakwa, membuat kedudukan keterangan saksi verbalisan menjadi sangat penting, terutama bagi hakim dalam menilai kekuatan pembuktian. 

Pada dasarnya seorang hakim tidak boleh langsung mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena mungkin saja keterangan dari penyidik juga terdapat unsur kebohongan. Untuk menghindari hal tersebut hakim memiliki beberapa prinsip yang menjadi landasan dalam menilai kebenaran keterangan saksi verbalisan, antara lain yaitu:

Dengan sumpah; 

Sumpah bertujuan agar saksi verbalisan (penyidik) dalam memberikan keterangannya tidak berdusta. Karena sumpah dilakukan atas nama Tuhan, maka diyakini bahwa setelah disumpah saksi verbalisan tidak akan memberikan keterangan bohong maupun keterangan palsu. Terlepas dari hal demikian, setidaknya sumpah mampu memberikan tambahan keyakinan bagi Hakim dalam menilai dan mempercayai kebenaran keterangan saksi verbalisan.

Menghubungkan Keterangan Saksi Verbalisan dengan Alat-alat Bukti lainnya;

Dengan sekedar sumpah saja tidak cukup bagi hakim untuk mempercayai keterangan saksi verbalisan, melainkan harus didukung oleh alat-alat bukti lain yang berkaitan dengan kebenaran keterangan saksi verbalisan. Oleh karena itu penting bagi hakim untuk melakukan analisa dan mencari keterkaitan antara keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat-alat bukti lainnya, guna mendapatkan kebenaran dan keyakinan keterangan saksi verbalisan

Unsur peninjauan terhadap pembelaan terdakwa. 

Selain keterangan saksi verbalisan yang menjadi dasar diterima atau ditolaknya pencabutan keterangan (pengakuan) terdakwa, ada juga unsur peninjauan terhadap pembelaan terdakwa yang menjadi dasar atau alasan hakim menolak atau menerima pencabutan tersebut. Apabila pembelaan terdakwa sendiri secara lisan tidak ada kesesuaian dengan pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa, maka hakim bisa menilai bahwa pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan (error in personal). Dengan demikian hakim dapat membuktikan alasan pencabutan keterangan terdakwa dengan mencari petunjuk melalui klarifikasi antara saksi verbalisan dan peninjauan terhadap isi pembelaan terdakwa. 

Selain pertimbangan-pertimbangan di atas, terutama dalam hal hakim menolak pencabutan keterangan terdakwa, juga hakim harus mempertimbangkan secara seksama, teliti, arif dan bijaksana semua alat-alat bukti, serta semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan. Dengan melakukan penilaian dan mencari hubungan terhadap hal-hal tersebut di atas, maka hakim akan mendapat petunjuk dan gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi dalam penyidikan sehingga hakim yakin dan tidak ragu ketika menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Akibat hokum dari adanya pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan pembuktian dapat diketahui setelah adanya penilaian hakim terhadap alasan pencabutan tersebut, apakah hakim menerima atau menolak alasan pencabutan dari terdakwa. Apabila hakim menerima alasan pencabutan, berarti keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap “tidak benar” dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Apabila pencabutan keterangan tidak berdasar dan tidak logis, maka pencabutan akan ditolak sehingga membawa dampak bagi kekuatan pembuktian keterangan terdakwa itu sendiri, yaitu hakim akan menilai bahwa keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidiklah yang mengandung unsur kebenaran dan mempunyai nilai pembuktian, sedangkan keterangan terdakwa di persidangan yang menyangkal semua isi BAP dinilai tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian.

Atas penilaian ini, hakim kemudian menganggap keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidik (BAP) dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan ditolaknya pencabutan tersebut berarti pengakuan-pengakuan terdakwa yang tertulis dalam BAP diterima sebagai suatu kebenaran yang sangat membantu hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Ditolaknya pencabutan keterangan yang ada dalam BAP, maka terhadap keterangan yang tertulis dalam BAP tersebut, oleh hakim kemudian dijadikan petunjuk dalam menetapkan kesalahan terdakwa. Yang menjadi pertimbangan hakim menggunakan keterangan dalam BAP sebagai petunjuk, karena keterangan tersebut secara utuh menggambarkan kejadian peristiwa pidana yang didakwakan. Keutuhan ini mampu melengkapi dan menegaskan alat bukti yang ditemukan dalam persidangan. Artinya bahwa, kedudukan keterangan pengakuan yang diberikan terdakwa di depan penyidikan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi hanya sebagai petunjuk untuk menyempurnakan pembuktian alat bukti lain.

Penyangkalan terdakwa melalui alat bukti lain yang dapat dibuktikan sebagai kebohongan dapat di terima sebagai alat bukti petunjuk. Namun demikian, dengan tidak adanya alat bukti yang mendukung pencabutan keterangan oleh terdakwa, maka dapat dijadikan petunjuk bagi hakim dalam menilai atau membuktikan kesalahan terdakwa.

Akibat dari ditolaknya pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti keterangan terdakwa adalah hakim akan menilai keterangan terdakwa di sidang pengadilan sebagai suatu keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian (tidak dapat digunakan sebagai alat bukti). Sebaliknya apabila pencabutan keterangan terdakwa diterima oleh hakim, maka hakim akan menilai bahwa keterangan terdakwa dipersidanganlah yang mempunyai nilai kebenaran dan dapat digunakan dalam pembuktian, sedangkan terhadap keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidik (BAP) dinyatakan tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian.
Implikasi Pencabutan BAP Oleh Terdakwa Di Muka Persidangan Terhadap Putusan Akhir  
Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia puncak penyelesaian perkara adalah suatu putusan dari pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
 Dalam pasal 18 dan pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, sedangkan Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.9 Dalam sistem peradilan, sesuai dengan penjelasan diatas hakim adalah pejabat yang berhak untuk memberikan putusan dalam setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang membuat putusan pengadilan adalah hakim, maka putusan pengadilan dapat pula disebut putusan hakim.

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.

Terdapat dua jenis putusan hakim pada peradilan pidana yakni putusan yang bukan putusan akhir atau “putusan sela” dan “putusan akhir”, dalam praktiknya putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela dapat berupa penetapan oleh hakim sedangkan putusan akhir dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Putusan akhir inilah yang dimaksud oleh penulis kaitanmya dengan implikasi pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan dalam sistem peradilan pidana.

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Pengertian putusan pengadilan dilihat dari Pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu :  "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam segala hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. 

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: 

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 

Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang. 

Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.


Praktiknya sesuai dengan pasal 1 angka 11 KUHAP putusan akhir dalam sistem peradilan pidana terdapat 3 jenis yaitu : 

Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukuman (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging). 

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam KUHAP diatur dalam Pasal 192 ayat 2 KUHAP berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum didasarkan bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah, tetapi hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Menurut Pasal 67 KUHAP menyatakan adanya larangan banding terhadap bebas, putusan lepas atas segala tuntutan hukum dan terhadap semua putusan pengadilan dalam acara cepat, baik putusan pemidanaan maupun putusan tanpa pemidanaan.
  Putusan bebas Pasal 67 KUHAP tersebut, putusan yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum, putusan tersebut berbeda dengan  putusan yang juga putusan lepas atas segala tuntutan hukum menurut Pasal 191 ayat 2 KUHAP dalam hal perbuatan yang didakwakan, tidak merupakan suatu tindak pidana.

Maksud pembentuk Undang-undang tentang kedua bentuk putusan tersebut dengan isi yang berbeda (kurang tepatnya penerapan hukum dan perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana) jelas, yakni bahwa terhadap putusan lepas atas tuntutan hukum yang lain dari pada yang dimaksudkan oleh Pasal 67 KUHAP, larangan banding menurut pasal tersebut tidak terbukti.

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dapat diartikan dalam dua arti yaitu :

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dalam arti luas. Disini termasuk juga pembebasan yang sebenarnya merupakan pelepasan dari segala tuntutan hukum, tetapi karena telah disebut sebagai pembebasan, maka disebut pelepasan dari segala tuntutan yang bersifat tertutup.

Pelepasan dari tuntutan hukum dalam arti sempit. Dalam hal ini jika hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tidak terbukti, akan tetapi pendapatnya keliru karena salah satu unsur diartikan salah tidak sesuai dengan maksud Undang-undang.

Perbuatan yang didakwakan itu terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, hal ini terjadi jika :

Terdapat kesalahan dalam merumuskan atau melukiskan perbuatan yang dilakukan terdakwa ke dalam surat dakwaan, sehingga tidak mencocoki dengan rumusan ketentuan peraturan hukum pidana yang didakwakan. Misalnya pada dakwaan melanggar Pasal  372 KUHP, unsur sifat melakukan hukum mengaku sebagai pemilik tidak dilukiskan dalam surat dakwaan, hingga perbuatan itu bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran.

Terdakwa dalam keadaan :

Sakit jiwa atau cacat jiwanya (Pasal 44 KUHP).

Keadaan memaksa (overmacht) (Pasal 48 KUHP).

Membela diri (noodwear) (Pasal 49 KUHP).

Melakukan perbuatan untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 50 KUHP).

Melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah (Pasal 51 KUHP).

Keadaan terdakwa yang demikian itu, maka ia tidak dapat dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti. Dalam putusan yang mengandung pembebasan maupun mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum menurut Pasal 67 KUHAP tidak dapat dimintakan pemeriksaan tingkat banding. 

Putusan Bebas (vrijspraak vonnis) 

Putusan Bebas dapat dijatuhkan oleh hakim sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP yang berbunyi : "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan maka terdakwa diputus bebas".

Penjelasan  pasal 191 ayat 1 KUHAP menyebutkan yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup bukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang sah. Dengan demikian putusan bebas adalah putusan yang dinilai oleh hakim sebagai berikut :

Putusan tersebut tidak memenuhi azas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (negatif wettelijke). Hasil pembuktian yang diperoleh dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Tidak memenuhi azas hukum pembuktian. Dalam hal ini minimum pembuktian yang diisyaratkan oleh Undang-undang tidak dipenuhi, misalnya hanya ada satu saksi saja, hanya ada satu alat bukti saja. Sedangkan Pasal 183 KUHAP menentukan untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau bersalah sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah.

Putusan bebas pada umumnya terjadi karena penilaian dan pendapat hakim sebagai berikut :

Kesalahan terdakwa sama sekali tidak terbukti. Semua alat bukti yang di ajukan oleh penuntut umum dipersidangan tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Berarti disini perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, karena hakim berpendapat bahwa semua alat bukti dipersidangan tidak dapat membuktikan  kesalahan terdakwa.

Pembuktian kesalahan terdakwa tidak memenuhi batas minimum pembuktian sebagai mana diisyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP.   

Hakim tidak akan kesalahan terdakwa, meskipun kesalahan terdakwa dinilai cukup terbukti.
 

Dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak dipenuhi yaitu karena :

Tiada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disebut oleh pasal 184 KUHAP. Jadi, misalnya hanya ada satu saksi saja atau hanya ada keterangan terdakwa saja tanpa diteguhkan dengan alat bukti lain. 

Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Misalnya terdapat dua keterangan saksi, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti. Keyakinan Hakim bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai manusia, juga bukan (conviction intime) atau (conviction rasionee), akan tetapi keyakinan hakim adalah keyakinan yang didasarkan atas alat bukti yang sah menurut undang-undang.
 

Menurut John Z Loudoe, ketiadaan bukti ada dua macam yaitu :

Ketiadaan bukti yang oleh Undang-undang ditetapkan sebagai minimum bukti yaitu adanya pengakuan terdakwa saja atau adanya satu petunjuk saja tidak dikuatkan oleh alat bukti lain.

Minimum pembuktian yang ditetapkan Undang-undang telah terpenuhi, misalnya sudah ada dua saksi atau dua petunjuk atau lebih tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Menurut R John Z Loudoe, bahwa  masih ada satu kemungkinan yang dapat ditambahkan, bukan dari segi lain yakni “kesalahan atau (schuld)” yang mempunyai pengertian bertalian dengan pertanggung jawaban pidana. Bila unsur (schuld) dalam bentuk dolus atau culpa tidak terbukti, berarti terdakwa tidak ada kesalahan maka terdakwa harus dibebaskan.

Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan yang dibebaskan seketika itu juga. Kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa tetap berada dalam tahanan, misalnya terdakwa masih tersangkut dalam lain perkara baik untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan kawan terdakwa.

Jaksa segera melaksanakan perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan setelah putusan itu diucapkan. Sedangkan terhadap barang bukti yang disita, pengadilan akan menetapkan diserahkan kepada yang paling berhak yang namanya tercantum dalam putusan itu, kecuali jika barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dipergunakan lagi. 

Berdasarkan pada asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP di atas dan dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) tentang putusan bebas, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua  alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesahan yang didakwakan.

Secara nyata hakim menilai pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan minimum batas pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Di samping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan unus testis nullus testis atau seorang saksi bukan saksi.

Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Putusan bebas  (vrijspraak) dan putusan lepas (onslag) merupakan dua jenis putusan yang berbeda meskipun kedua putusan tersebut sama-sama tidak menghukum atau memidana terdakwa. Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sedangkan  putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa jika majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Menurut Albert Aries bahwa  perbedaan putusan bebas dan putusan lepas, mengutip adalah pada putusan lepas (ontslag van rechtsvervolging), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

Penjatuhan putusan bebas dan putusan lepas oleh seorang hakim atas pelaku suatu tindak pidana (yang unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti), dapat dibedakan dengan melihat ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana (Strafuitsluitingsgronden), baik yang ada dalam undang-undang, misalnya alasan pembenar (contoh Pasal 50 KUHP) atau alasan pemaaf (contoh Pasal 44 KUHP), maupun yang ada di luar undang-undang (contoh: adanya izin). 

Adapun contoh penerapan Pasal 310 ayat (3) KUHP sebagai suatu alasan penghapus pidana yang ada dalam undang-undang: “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.” Arti Pasal 310 ayat (3) KUHP tersebut yakni dalam hal terbuktinya suatu perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang, namun melakukannya pencemaran nama baik tersebut karena iterpaksa untuk membela dirinya, maka hakim harus menjatuhkan putusan lepas (onslag van recht vervolging) dan bukan putusan bebas (vrijspraak).

Perbedaan kedua jenis putusan ini terjadi konsekuensi dari paham dualistis yang dianut dalam KUHAP. Berbeda dengan aliran monoilstis yang tidak memisahkan perbuatan dan akibat dengan pertanggung jawaban pidana, dalam aliran dualistis unsur tindak pidana dibedakan antara perbuatan dan akibat yang dilarang dengan pertanggungjawaban pidana, akibatnya putusan pengadilan tidak hanya terdapat putusan menghukum dan bebas (vrijspraak) tetapi juga terdapat putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging), atau biasa disingkat dengan sebutan “putusan lepas”.

Adanya alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) akan berpengaruh terdapat  putusan pengadilan apakah menjadi putusan bebas atau lepas. Apabila terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP namun dalam pengadilan terbukti bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya karena bela paska (noodwear) Pasal 49 ayat (1) KUHP, maka putusannya menjadi lepas (ontslag van alle rechtsvervolging) dan bukan bebas (vrijspraak).

Praktiknya, terdapat variasi dalam putusan bebas yaitu bebas tidak murni.  Putusan bebas murni terjadi apabila Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur kesalahan akan tetapi namun unsur perbuatan dan akibat lainnya tidak dapat dibuktikan. Putusan bebas tidak murni ini kemudian yang dapat diajukan upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum. Hal ini bermula dari dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Dalam lampiran angka 19 Lampiran surat keputusan tersebut tersebut terdapat penegasan berikut: 

Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; 

Berdasarkan situasi dan kondisi, maka demi hukum, kebenaran dan keadilan, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini dijadikan landasan bagi Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan Natalagawa sehingga keluarlah Putusan Mahakamah Agung No. 275 K/Pid/1983. Pada putusan tersbeut muncullah istilah bebas murni dan bebas tidak murni.  Putusan Mahakmah Agung ini kemudian dijadikan yurispudensi bagi penuntut umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas tidak murni.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No.114/PUU-X/2012  telah menghapus frase kecuali terhadap putusan bebas Pasal 244 KUHP.  Sebelumnya dalam Pasal 244 KUHP menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan upaya hukum kasasi, akan tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadikan semua putusan bebas baik murni atau tidak murni ini menjadi dapat dimintakan upaya hukum kasasi. Dalam pandangan penulis hal ini merupakan suatu kemunduran terhadap perlindungan hak-hak terdakwa dan tidak memberikan kepastian hukum kepada terdakwa yang telah dinyatakan tidak bersalah dalam proses pengadilan.

Putusan pemidanaan (veroordeling).

Menurut Pasal 193 ayat 1 KUHAP berbunyi : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdapat bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”.  Terdakwa bersalah berarti dakwaan itu terbukti dan syarat untuk menjatuhkan pidana telah dipenuhi yakni dua alat bukti dan hakim yakni akan kesalahan terdakwa. Hal yang memberatkan yaitu jika terdakwa adalah residivis atau perbuatan gabungan. Hal yang meringankan adalah umur terdakwa masih muda bahkan jika ia masih belum mencapai usia 16 tahun pada waktu dilakukannya tindak pidana, maka hakim dapat mempergunakan Pasal 45 KUHP yang memberikan beberapa kemungkinan yakni menjatuhkan hukuman pidana pada terdakwa atas menyerahkan kembali kepada orang tua atau walinya atau menyerahkan kepada pemerintah supaya diperlihara dalam suatu tempat pendidikan sampai umur 18 tahun.

Putusan pemidanaan segera setelah diucapkan, hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya yaitu :

Hak untuk menerima atau menolak putusan.

Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.

Hak meminta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.

Hak meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan.

Hak mencabut pernyataan sebagai mana dimaksud dalam angka 1 dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Semua putusan pengadilan itu hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum, jika putusan hakim tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum. 

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. Menurut Budi Hidayat hakim dalam menjatuhkan putusan pidana menggunakan dua aspek pertimbangan yaitu :

Bersifat yuridis 

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya: dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa. Termasuk yurisprudensi yang menggambarkan kasus yang serupa. 

Bersifat non Yuridis

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan nonyuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminoligis dan filosofis.

Dalam kaitannya dengan pencabutan BAP oleh terdakwa di muka pengadilan dalam sistem peradilan pidana, putusan hakim akan terpengaruhi secara tidak langsung, karena pencabutan BAP akan menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Putusan akhir dari hakim akan dipengaruhi oleh diterima atau tidak diterimanya pencabutan BAP tersebut.

Ketika pencabutan BAP tersebut tidak diterima maka hal ini akan secara tidak langsung memberatkan terdakwa itu sendiri. Karena pada dasarnya ketika pencabutan BAP dilakukan dengan alasan yang tidak logis maka akan menjadi suatu petunjuk bagi hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah. Hal ini ditunjukkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 117 k/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 yang menyatakan bahwa “pengakuan-pengakuan tertuduh di muka polisi dan jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa”. Juga Putusan MA RI No. 229 K/Kr/1959 Tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa “pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa”. Demikian pula Putusan MA RI No. 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 yang menyatakan bahwa “pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya”.

Yurisprudensi diatas menerangkan bahwa pencabutan BAP yang tidak berasalan dapat digunakan sebagai petunjuk oleh hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Hal ini sejalan ketika dianalisa dalam konteks logika, jika seorang terdakwa menyatakan bahwa dia mengaku bersalah pada penyidik sewaktu pemeriksaan di tahap penyidikan kemudian ia menarik atau mencabut pengakuannya tersebut dikarenakan suatu alasan tertentu dan ternyata alasan tersebut tidak logis dan terbutkti tidak terjadi hal ini secara tidak langsung menunjukan bahwa pengakuan terdakwa adalah benar, karena unsur yang membuat terdakwa tidak mengatakan yang sebenarnya pada penyidik tidak benar benar terjadi. Misalnya, unsur yang menghalangi terdakwa untuk tidak mengemukakan keterangan yang sebenarnya adalah karena intimidasi dari penyidik, namun ternyata setelah dibutktikan tidaklah ada intimidasi dari penyidik terhadap terdakwa dalam proses pemeriksaan, hal ini menunjukan bahwa pada saat memberikan keterangan terdakwa pada keadaan yang bebas dan mampu untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, maka dapat dianggap bahwa keterangan yang diberikannya adalah benar dan valid, termasuk jika dalam keterangan tersebut terdapat pengakuan oleh terdakwa itu sendiri mengenai tindak pidananya.

Pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan diterima oleh hakim. Jika alasan alasan yang digunakan oleh terdakwa dalam mencabut keterangannya dalam BAP dianggap sebagai keterangan yang logis dan rasional, maka secara tidak langsung akan mengubah salah satu dasar yang digunakan oleh jaksa untuk menyusun dakwaan kepadanya, karena keterangan terdakwa yang baru pastilah akan lebih menguntungkan terdakwa. Perubahan ini akan menyebabkan hal-hal yang dijelaskan dalam dakwaan akan lebih sulit untuk dibuktikan. Ketika dakwaan menjadi lebih sulit dibuktikan maka hal ini akan menyebabkan hakim dapat beranggapan sebaliknya dari pada apa yang didakwakan, sehingga akan lebih menguntungkan pihak terdakwa. Bahkan jika pencabutan BAP tersebut sangatlah berdampak krusial terhadap proses pembuktian sehingga tidak dapat terpenuhinya alat bukti minimal untuk menyatakan kesalahan terdakwa, maka hakim harus memberikan putusan bebas atau “virjpaark”. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHAP yang menerangkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinannya bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang benar-benar terjadi.

Sebagai contoh adalah pada kasus dengan terdakwa bernama Arief Hariyanto yang sebelumnya divonis oleh Pengadilan Negeri Padang yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Padang (Sumatera Barat) selama 4 tahun penjara dan denda Rp. 800 juta rupiah atas kepemilikan 0,3 gr shabu-shabu yang pada tingkat pengadilan negeri, ia melakukan pencabutan BAP penyidikan, diputus bebas di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung.
 Alasan pembebasan oleh majelis Kasasi ini dikarenakan terdakwa pada saat proses penyidikan tidak didampingi penasihat hukum padahal ancaman hukuman yang disangkakan di atas 5 tahun penjara, selain itu Majelis Kasasi menilai pencabutan BAP oleh Terdakwa sah oleh karena sebelumnya terdakwa dibujuk oleh Penyidik untuk mengakui kepemilikan shabu-shabu tersebut dengan janji bahwa orang yang diduga pelaku sebenarnya, RUM, akan segera ditangkap, namun hingga kasus tersebut diputus ternyata tidak dilakukan penangkapan terhadap RUM tersebut, hal lainnya yang menjadi alasan Majelis Kasasi mengabulkan permohonan kasasi terdakwa ini hingga akhirnya memutus bebas yaitu karena alat bukti yang bisa membuktikan shabu-shabu yang menjadi barang bukti hanyalah keterangan dua petugas polisi yang menangkap terdakwa, tanpa didukung alat bukti lainnya.

Dari penjelasan dan contoh diatas dapat dilihat bahwa Pencabutan BAP oleh terdakwa dimuka persidangan dalam sistem peradilan pidana yang disetujui oleh hakim akan memberikan keuntungan bagi terdakwa baik dalam putusan pemidanaan ataupun bahkan dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk memberikan putusan bebas atau “virjpaark”. Namun demikian diluar putusan hakim menerima atau menolak pencabutan BAP oleh terdakwa dipersidangan, hakim haruslah bijak dan bernurani dalam memberikan putusan terhadap perkara yang ditanganinya. Hakim sebelum menjatuhkan putusan sudah seharusnya untuk memperhitungkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sebagaimana dalam memori toelichting dari W.C.S. Belanda tahun 1886, dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. 

Pencabutan BAP oleh terdakwa tidak boleh digunakan oleh hakim sebagai satu-satunya pertimbangan dalam putusannya. Menjadikan pengakuan Tersangka/Terdakwa sebagai sandaran dalam menentukan kesalahan Tersangka/Terdakwa serta menolak adanya pencabutan keterangan dari seorang Terdakwa tanpa penilaian/pertimbangan yang memadai akan membuat peradilan menjadi sesat yang berakibat adanya penjatuhan hukum yang keliru, sebagai contoh dapat dikemukakan :

Kasus Sengkon dan Karta yang termahsyur. 

Kasus Pembunuhan Wartawan Bernas (Udin) yang menggegerkan. 

Kasus Pembunuhan Di Kebun Tebu Jawa Timur dengan Terdakwa David dan Kemat yang menghebohkan, dimana kemudian diketahui pembunuh sebenarnya adalah si Jagal Ryan. 

Kasus Pembunuhan Dumak oleh Lasdi di Temanggung. 

Kasus Afrizal Tanjung dan Suwandi, yang kebetulan statusnya pengangguran dan lemah dari sisi pendidikan maupun ekonomi, status yang paling mudah untuk dikenakan tuduhan pidana, keduanya telah mendapat vonis yang keliru namun kemudian dalam tingkat banding keduanya dibebaskan. Padahal sesungguhnya baik vonis yang menghukum maupun yang membebaskan diperoleh dari fakta hukum yang sama. Bedanya, vonis tingkat pertama sepenuhnya mengambil alih konstruksi hukum dari Jaksa Penuntut Umun dan olahan Penyidik, sementara vonis yang membebaskan mengedepankan nurani. Pembunuh sebenarnya adalah Amiruddin. 

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pencabutan BAP oleh terdakwa secara tidak langsung akan mempengaruhi putusan yang akan diberikan padanya, namun demikian pencabutan BAP oleh terdakwa tidak serta merta menggambarkan putusan yang akan diberikan padanya ketika diterima maupun tidak diterimanya pencabutan tersebut, karena hakim harus mempertimbangkan segala hal mengenai perkara tersebut baik dari segi yuridis ataupun segi non yuridis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana  yang merupakan salah satu dari lima alat bukti sah dalam peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dapat digunakan hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa dan memberikan keputusan hukuman. Namun, keterangan terdakwa tidak bisa berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan, melainkan harus didukung oleh alat bukti sah lainnya dan disertai keyakinan hakim.

Akibat  hukum pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan dalam sistem peradilan pidana  memiliki akibat hukum bergantung pada penilaian hakim terhadap alasan pencabutan. Jika pencabutan diterima karena alasan logis dan terbukti, BAP penyidikan tidak dapat digunakan, dan keterangan terdakwa di persidangan menjadi alat bukti. Namun, jika pencabutan ditolak, BAP penyidikan tetap dapat digunakan, sementara keterangan terdakwa di persidangan menjadi tidak bernilai sebagai alat bukti. 

Implikasi  pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan terhadap putusan akhir akan memengaruhi kekuatan BAP sebagai alat bukti, tergantung pada keputusan hakim untuk menerima atau menolaknya. Jika pencabutan diterima hakim, BAP akan dianggap tidak benar dan tidak bisa digunakan dalam pembuktian di persidangan; justru keterangan terdakwa di persidangan yang akan dinilai memiliki nilai kebenaran. Jika pencabutan ditolak hakim, BAP tetap sah dan bisa digunakan untuk pembuktian, sedangkan keterangan di persidangan tidak memiliki nilai.

Saran

Dalam sistem peradilan pidana kebenaran yang hendak ditentukan adalah kebenaran materiil. Kebenaran materiil sangatlah sulit untuk dibuktikan ketika salah satu pihak menyembunyikan atau menyampaikan hal yang berlawanan dengan fakta yeng terjadi. Saran penulis dalam hal ini adalah kepada pihak terdakwa untuk menggunakan kesempatannya yang dibenarkan oleh KUHAP dalam hal mencabut BAP secara bijak karena kebebasan mengutarakan kerangan bukanlah kebebasan untuk memberikan kebohongan. 
Untuk hakim yang mengadili kasus dimana terjadi pencabutan BAP oleh terdakwa, agar sebelum memutuskan suatu perkara hakim haruslah mempertimbangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara tersebut dan juga agar tidak tergesa-gesa dalam memberikan putusan agar tidak terjadi ”wrongly imprisonment” atau penjatuhan pidana yang keliru.
Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil alat-alat bukti dan mengenai kekuatan pembuktian hakim harus melihat langsung apakah antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain ada persesuaian atau tidak juga hakim hendaknya melihat fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan.
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